
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 6 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH Dr. MURJANI SAMPIT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KASONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 18 Tahun 2001 perlu dicabut untuk menyesuaikan 

dengan kondisi dan pengelolaan Keuangan RSUD dr. 

Murjani saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3940); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5233); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 

18 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi  dan Tata kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

DAN 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 18 

TAHUN 2001 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH dr. MURJANI SAMPIT DAN RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KASONGAN 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Pola Tarif dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

dr. Murjani Sampit dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

 

Ditetapkan di Sampit 

pada tanggal   Agustus 2014         
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

 

 

 

               SUPIAN HADI 

 

Diundangkan di Sampit 

pada tanggal        Agustus 2014 

            SEKRETARIS DAERAH  

 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

 

 

               PUTU SUDARSANA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 

NOMOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH NOMOR      TAHUN 2014 


